PAGE  
47

  BAB III

PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR

DALAM PERSPEKTIF FIQH JINAYAH

A. Putusan Pengadilan Negeri Kelas 1 A Palembang

Saat ini kekerasan seksual terhadap anak merupakan kejahatan yang cukup mendapat perhatian di kalangan masyarakat. Kekerasan seksual ini tidak hanya terjadi di kota-kota besar yang relatif lebih maju kebudayaan dan kesadaran atau pengetahuan hukumnya, tapi juga terjadi di pedesaan yang relatif masih memegang nilai tradisi dan adat istiadat. Sebagaimana telah diketahui bahwa dalam perkembangan sosial saat ini, banyak terjadi kejahatan perkosaan terutama di kalangan masyarakat ekonomi lemah (Abu Zahrah t.t, hlm. 109).
Masyarakat perlu lebih jeli dan peka terhadap lingkungan. Perlu disadari bahwa kejahatan dapat dilakukan oleh siapapun dan terhadap siapapun. Setiap orang dapat menjadi sasaran kejahatan, baik itu orang dewasa maupun anak di bawah umur. Maraknya kejahatan kesusilaan dewasa ini berkenaan dengan “Behaviour in relation sexual matter” biasanya berbentuk pencabulan baik yang dilakukan oleh sepasang orang dewasa atau sesama orang dewasa maupun dengan anak dibawah umur. Pelaku kejahatan tersebut merasa bahwa anak-anak dapat menjadi salah satu sasaran untuk menyalurkan hasrat seksualnya. Hal ini dipengaruhi oleh pendapat bahwa anak-anak tidak cukup mampu untuk mengerti bahwa perbuatan itu merupakan tindak pidana atau anak-anak tidak mempunyai keberanian untuk menolak keinginan pelaku (Hasbi ash-Shiddieqy 1965, hlm. 136)
Kasus kekerasan seksual terhadap anak paling banyak menimbulkan kesulitan dalam penyelesaiannya baik pada tahap penyidikan, penuntutan, maupun pada tahap penjatuhan putusan. Selain kesulitan dalam batasan di atas, juga kesulitan pembuktian misalnya perkosaan atau perbuatan cabul yang umumnya dilakukan tanpa kehadiran orang lain (Leden Marpaung 2009, hlm. 81).

Sering kita jumpai dalam masyarakat berbagai macam kasus pelanggaran kesusilaan seperti pemerkosaan. Korban tindak pidana pemerkosaan yang terjadi pada saat ini tidak hanya pada orang dewasa bahkan juga pada anak-anak. Perbuatan keji ini dilakukan mungkin tidak hanya sekali atau dua kali saja, seseorang yang telah melakukan tindak pidana pemerkosaan tidak akan berhenti sebelum perbuatannya diketahui oleh orang lain (Imam an-Nawawi t.t, hlm. 180).
Seperti kejahatan yang dilakukan oleh Rozali bin Bahusin yang beralamat di Jalan DI. Panjaitan Plaju RT. 01 RW. 06 Palembang. Ia melakukan perbuatan pemerkosaan dengan anak di bawah umur yaitu Yeni Sofiyanti binti M. Romadon yang masih berusia 11 tahun. Korban Yeni Sofiayanti adalah tetangga dari Rozali, mereka tinggal berdekatan dengan jarak beberapa rumah. Perbuatan itu telah dilakukan kepada Yeni berulang kali hingga terjadi tiga kali. Yeni yang sebagai korban mengadu kepada Ibunya bahwa ia telah ditiduri oleh Pak Rozali yang tinggal berdekatan dengannya.

Korban Yeni adalah anak pertama dari keluarga bapak M. Romadon dan ibu Susan. Yeni adalah seorang anak yang lugu dan mudah kenal dengan orang lain. Kebiasaan Yeni melewati rumah Rozali telah diperhatikan sejak lama, sehingga Rozali tertarik dengan Yeni dan pikirannya ditutupi oleh hasutan setan berupa nafsu. Sampai ia berani melakukan pemaksaan kepada Yeni agar mau ditidurinya, setelah itu Rozali memberikan imbalan uang sebesar Rp. 5.000,- dan melarang Yeni untuk menceritakan hal tersebut kepada orang tuanya.

Berikut adalah kronologi perkara dan putusan hakim setelah pertimbangannya terhadap kasus terdakwa Rozali yang diadili oleh Pengadilan Negeri Kelas 1 A Palembang dngan Nomor (No.Reg.475/PID/B/PNK1A.PLG):

Kronologi Perkara
Rozali bin Bahusin, pada hari selasa tanggal 11 Oktober 2013 sekitar pukul 15.00 WIB bertempat di rumah terdakwa di Jalan DI. Panjaitan Plaju RT. 01 RW. 06 Palembang, terdakwa telah melakukan perbuatan bersetubuh dengan perempuan Yeni Sofiayanti binti M.Romadon yang bukan isterinya yang masih berumur 11 tahun dengan kronologi kejadian sebagai berikut:
· Pada saat itu korban Yeni Sofiayanti binti M. Romadon mau main kerumah temannya, korban melewati rumah terdakwa Rozali bin Bahusin yang pada saat itu terdakwa sedang duduk di teras, lalu terdakwa memanggil korban Yeni, kemudian Yeni menghampiri Terdakwa dan bertanya “nak ngpo wak” kemudian Yeni diajak masuk kamar terdakwa dan di dalam kamar terdakwa. Korban disuruh tidur di atas tikar, kemudian terdakwa membuka celana korban dan memegan-megang kemaluan korban, lalu terdakwa juga membuka celananya, kemudian terdakwa menindih korban dan terdakwa memasukan kemaluannya kedalam kemaluan korban, kemudian terdakwa mengerak-gerakan naik turun hingga kurang lebih 2 menit, sampai akhirnya kemaluan korban mengeluarkan sperma, dan setelah nafsu terdakwa telah terpuaskan, kemudian terdakwa memberikan uang kepada korban sebesar Rp. 5.000,- sambil berkata “Jangan ngomong samo bapak dan ibumu dirumah yo” lalu terdakwa menyuruh pergi korban.
· Sesampainya di rumah korban menceritakan kepada ibunya Susan, bahwa korban diberi uang sebesar Rp. 5.000,- oleh terdakwa Rozali, kemudian ibu korban bertanya kepada korban “kamu kenapa diberi uang oleh wak Rozali”? kemudian korban menjwab “Aku tidak disuruh apo-apo” namun ibu korban berusaha menanyakan kepada korban, supaya korban jujur kepada ibu korban, sehingga akhirnya korban mengatakan bahwa korban sudah ditiduri oleh terdakwa.
· Ibu korban langsung mendatangi terdakwa Rozali dan menanyakan hal tersebut kepada terdakwa dan terdakwapun mengakui perbuatannya, lalu korban didamping oleh ibu korban melaporkan kejadian tersebut kepada Polresta Kota Palembang.
· Bahwa berdasarkan surat Visum Puskesmas Plaju No. 445.3/30 PKM tanggal 12 Oktober 2013 yang ditandatangai oleh dr. Dece Feriyani menerangkan bahwa korban yang bernama Yeni Sofiayanti binti M. Romadon pada kemaluannya tampak bekas sobekan pada selaput darah.

Berdasarkan kronologi kejadian tersebut disimpulkan bahwa ada bekas robekan pada selaput darah pada kemaluan korban yang dilakukan terdakwa Rozali. Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 287 ayat (1) KUHP.


Setelah diadakan beberapa kali persidangan di Pengadilan Negeri Kelas 1 A Palembang dengan beberapa pertimbangan-pertimbangan akhirnya terdakwa Rozali bin Bahusin diputuskan sebagai berikut:
1. Menyatakan terdakwa Rozali bin Bahusin telah terbukti secarah sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan persetubuhan diluar pernikahan dengan seseorang perempuan yang diketahuinya belum berusia 15 tahun.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Rozali bin Bahusin dengan pidana penjara selama 2 tahun.

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Demikianlah putusan Majlis Hakim Pengadilan Negeri Kelas 1 A Palembang pada hari kamis tanggal 23 November 2013 jam 09.30 WIB.

B. Tinjauan Fiqh Jinayah Tentang Pelecehan Seksual Terhadap Anak 


Untuk menganalisa bagaimana pandangan hukum Islam terhadap putusan Pengadilan Negeri Kelas 1 A Palembang, penulis membuat beberapa bagian yang dapat dianalisa dalam bab ini sebagai kekurangan dari hukum positif dalam meberikan hukuman pada pelaku pemerkosaan.

Putusan Majlis Hakim Pengadilan Negeri Kelas 1 A Palembang belum memberikan hukuman yang pantas kepada terdakwa. Padahal berdasarkan persaksian yang diberikan para saksi di hadapan persidangan, terdakwa telah terbukti secara sah bersalah telah melakukan persetubuhan dengan seorang anak perempuan yang diketahuinya belum berusia 15 tahun. 
Dalam Putusan Pengadilan Negeri Kelas 1 A Palembang (No.475/PID/B/2013/PNK1/PLG) dikatakan bahwa keluarga korban dan terdakwa melakukan damai dengan mengganti kerugian sebesar Rp. 2.000.000,- dan keluarga korban sudah memaafkan perbuatan terdakwa dan sudah adanya perdamaian sedangkan terdakwa masih tetap diberikan hukuman 2 tahun penjara..

Oleh karena itu perkara dengan (No.475/PID/B/2013/PNK1/PLG) penulis merasakan ketidak sesuaian dengan apa pertimbangan majlis hakim dalam hal-hal meringankan yang dapat mengurangi hukuman terdakwa.
Sedangkan menurut hukum pidana Islam, perbuatan zina dapat dikenakan sanksi hukuman hudud atau had, dimana hukuman had tidak dapat diubah atau dengan kata lain seorang hakim tidak dapat memiliki kewenangan untuk merubah hukuman yang telah disyari’atkan. Begitu pula dengan hukuman bagi pelaku pemerkosaan, ia melakukannya dengan paksaan dan seharusnya hukuman bagi pelaku lebih berat dari pelaku zina (Al-Jurjawi  t.t, hlm. 316).

Dalam hukum Islam tidak ada hal yang menjelaskan adanya pemaafan atau pengganti dari hukuman had. Apabila seseorang yang telah melakukan kejahatan yang telah ditentukan hukumannya di dalam al-Qur’an maka seorang hakim tidak dapat membuat putusan lain terhadap hukuman yang akan diberikan kepada pelaku (Abdurahman al-Jaziri t.t., hlm. 179).

Tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa Rozali adalah perbuatan jarimah zina ditambah lagi ia melakukan dengan kekerasan, dimana dalam hukum Islam jarimah zina tersebut mendapatkan hukuman had, selain itu perbuatannya juga dapat merugikan orang lain, sebagai korban akan merasa terganggu kejiwaan karena merasa terauma dari apa yang telah dialaminya. Maka pada hukum Islam sanksi yang akan diberikan adalah hukuman hudud yang tidak ada pengampunan, akad damai, pembebasan, penggurungan atau penggantian (Ali as-Sayyis t.t, hlm. 107).
C. Sanksi Bagi Pelaku Pelecehan Seksual dalam Perspektif Fiqh Jinayah 

Saat ini kekerasan seksual terhadap anak merupakan kejahatan yang cukup mendapat perhatian di kalangan masyarakat. Kekerasan seksual ini tidak hanya terjadi di kota-kota besar yang relatif lebih maju kebudayaan dan kesadaran atau pengetahuan hukumnya, tapi juga terjadi di pedesaan yang relatif masih memegang nilai tradisi dan adat istiadat. Sebagaimana telah diketahui bahwa dalam perkembangan sosial saat ini, banyak terjadi kejahatan perkosaan terutama di kalangan masyarakat ekonomi lemah (Fazlur Rahman 1985, hlm. 35).
Masyarakat perlu lebih jeli dan peka terhadap lingkungan. Perlu disadari bahwa kejahatan dapat dilakukan oleh siapapun dan terhadap siapapun. Setiap orang dapat menjadi sasaran kejahatan, baik itu orang dewasa maupun anak di bawah umur. Maraknya kejahatan kesusilaan dewasa ini berkenaan dengan “Behaviour in relation sexual matter” biasanya berbentuk pencabulan baik yang dilakukan oleh sepasang orang dewasa atau sesama orang dewasa maupun dengan anak dibawah umur. Pelaku kejahatan tersebut merasa bahwa anak-anak dapat menjadi salah satu sasaran untuk menyalurkan hasrat seksualnya. Hal ini dipengaruhi oleh pendapat bahwa anak-anak tidak cukup mampu untuk mengerti bahwa perbuatan itu merupakan tindak pidana atau anak-anak tidak mempunyai keberanian untuk menolak keinginan pelaku (Anwar Haryono 1968, hlm. 178).
Kasus kekerasan seksual terhadap anak paling banyak menimbulkan kesulitan dalam penyelesaiannya baik pada tahap penyidikan, penuntutan, maupun pada tahap penjatuhan putusan. Selain kesulitan dalam batasan di atas, juga kesulitan pembuktian misalnya perkosaan atau perbuatan cabul yang umumnya dilakukan tanpa kehadiran orang lain (Leden Marpaung 2009, hlm. 81).

Pelaku perkosaan yang setidak-tidaknya dipersamakan dengan kedudukannya dengan pelaku perzinahan akan menghadapi sanksi hukum yang cukup berat. Jenis sanksi yang diantaranya dapat dikenakan kepada pelaku perkosaan adalah :
1. Dicambuk atau didera sebanyak 100 kali dan diasingkan  (ada yang menafsirkan diusir) ke luar daerah (bagi pelaku yang masih jejaka/belum beristeri);
2. Dihukum rajam atau dilempari batu sampai meninggal dunia (Asghar Ali Engineer 1990, hlm. 91)
Rasulullah sendiri, ketika dihadapkan kepadanya pria dan wanita mukhson yang berzina, beliau menghukumnya dengan merajam. Penegasan ini masih disepakati para sahabat, tabi’in, dan para ulama dan fuqaha Islam. Tidak satupun dari mereka yang meragukan hukum rajam sebagai hukum syari’at yang tetap sesuai dengan dalil-dalil sunnah yang kuat lagi shahih. Ibnu Taimiyah juga menegaskan, bahwa pelaku zina mukhson dirajam hingga mati, sebagaimana yang dilakukan Nabi SAW terhadap Maiz bin Malik Al-Aslami. Beliau juga pernah merajam wanita Ghamid (Yusuf al-Qaradawi 1983, hlm. 119-120).
Jenis hukuman yang dijatuhkan berkaitan dengan pelaku zina itu juga diikuti oleh penguasa sesudah Nabi Muhammad SAW. Misalnya di zaman pemerintahan Umar bin Khattab, juga terjadi penerapan hukuman cambuk dan rajam sehingga sampai meninggal dunia. Bahkan Khalifah Umar bin Khattab menjatuhi hukuman cambuk kepada anaknya bernama Ubaidillah atau Abi Syamsah, yang telah melakukan perzinahan (Muhammad Syahrur 1990, hlm. 455)
Hukuman bagi pelaku zina yang belum menikah (ghairu muhsan) didasarkan pada ayat al-Qur’an, yakni didera seratus kali. Sementara bagi pezina muhsan dikenakan sanksi rajam. Rajam dari segi bahasa berarti melempari batu. rajam adalah melempari pezina muhsan sampai menemui ajalnya (Abdurahman al-Jaziri t.t., hlm. 179). Adapun dasar hukum dera atau cambuk seratus kali adalah firman Allah dalam surat an-Nur ayat 2 yang berbunyi:

الزّانية والزّانى فاجلدوا كلّ واحد منهما مائة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله ان كنتم تؤمنون بالله والْيوْم الأخر وليشهد عذابهما طائفة من الْمؤمنين
Sedangkan dasar penetapan hukum rajam adalah  hadis Nabi:

خذوا عنّي خذوا عنّي قد جعل الله لهنّ سبيلا البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة والثّيب بالثّيّب جلد مائة والرّجم
Zina adalah perbuatan yang sangat tercela dan pelakunya dikenakan sanksi yang amat berat, baik itu hukum dera maupun rajam, karena alasan yang dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan akal. Kenapa zina diancam dengan hukuman berat. Hal ini disebabkan karena perbuatan zina sangat dicela oleh Islam dan pelakunya dihukum dengan hukuman rajam (dilempari batu sampai meninggal dengan disaksikan orang banyak), jika ia muhsan. Jika ia ghairu muhsan, maka  dihukum cambuk 100 kali. Adanya perbedaan hukuman tersebut karena muhsan seharusnya bisa lebih menjaga diri untuk melakukan perbuatan tercela itu, apalagi kalau masih dalam ikatan perkawinan yang berarti menyakiti dan mencemarkan nama baik keluarganya, sementara ghairu muhsan belum pernah menikah sehingga nafsu syahwatnya lebih besar karena didorong rasa keingintahuannya. Namun keduanya tetap sangat dicela oleh Islam dan tidak boleh diberi belas kasihan (Muhammad Syahrur 1990, hlm. 455).
Ancaman keras bagi pelaku zina tersebut karena dalam pandangan Islam zina, merupakan perbuatan tercela yang menurunkan derajat dan harkat kemanusiaan secara umum. Apabila zina tidak diharamkan niscaya martabat manusia akan hilang karena tata aturan perkawinan dalam masyarakat akan rusak. Di samping itu pelaku zina berarti mengingkari nikmat Allah tentang kebolehan dan anjuran Allah untuk menikah (Ali as-Sayyis t.t, hlm. 107).
Hukuman delik perzinaan yang menjadi perdebatan di kalangan umat Islam adalah hukum rajam. Jumhur ulama menganggap tetap eksisnya hukum rajam, sekalipun bersumber pada khabar ahad. Sementara golongan Khawarij, Mu’tazilah  dan sebagian fuqaha Syiah menyatakan, sanksi bagi pezina adalah hukum dera (cambuk). Adapun alasan mereka yang menolak hukum rajam adalah:

1. Hukum rajam dianggap paling berat di antara hukum yang ada dalam Islam namun tidak ditetapkan dalam al-Qur`an. Seandainya Allah melegalkan hukum rajam mestinya ditetapkan secara definitif dalam nas (Muhammad Syahrur 1990, hlm. 455).
2. Hukuman bagi hamba sahaya separoh dari orang merdeka, kalau hukum rajam dianggap sebagai hukuman mati, apa ada hukuman separoh mati (Fazlur Rahman 1985, hlm. 35). Demikian juga ketentuan hukuman bagi keluarga Nabi dengan sanksi dua kali lipat Apakah ada dua kali hukuman mati. Secara jelas ayat yang menolak adalah surat an-Nisa ayat 25:
فإذا احصنّ فإن أتينا بفاحشة فعليهنّ نصف ما على المُحصنات من العذاب
Ayat di atas menunjukan bahwa hukum rajam tidak dapat dibagi dua, maka hukum yang logis diterapkan adalah hukum dera 100 kali. Jika pelakunya budak, maka berdasarkan ketentuan surat an-Nisa ayat 25 adalah separoh, yakni lima puluh kali. Demikian halnya dengan ketentuan surat al-Ahzab ayat 30.
يانساء النّبيّ منْ يأت منكنّ بفاحشة مبيّنة يضاعف لهاالعذاب ضعفين…

Ayat di atas menggambarkan bahwa  hukum rajam tidak dapat dilipatgandakan, yakni dua kali lipat. Jika diberlakukan hukum dera 100 kali maka dua kali lipatnya adalah 200 kali.

3. Hukum dera yang tertera dalam surat an-Nur ayat 2 berlaku umum, yakni pezina muhsan dan ghairu muhsan. Sementara hadis Nabi yang menyatakan berlakunya hukum rajam adalah lemah.

Fazlur Rahman, menyatakan bahwa hukum rajam dengan argumnetasi seluruh materi yang bersifat tradisional bersifat non reiable, di samping tidak ditegaskan dalam al-Qur`an juga warisan sejarah orang-orang Yahudi (Anwar Haryono 1968, hlm. 178).
Sementara Haryono menyatakan, bahwa hukum rajam pertama kali diterapkan dalam sejarah Islam terhadap orang Yahudi dengan mendasarkan kitab mereka, yakni Taurat. Kejadian itu kemudian menjadi rujukan hukum, artinya siapa saja yang berzina dirajam (Leden Marpaung 2009, hlm. 81).

Demikian halnya dengan pendapat ash-Shiddieqy, hukum rajam ada dan dipraktekan dalam Islam, akan tetapi terjadi sebelum diturunkannya surat an-Nur ayat (2). Maka hukum yang muhkam. Alangkah bijaksananya kalau kita mengatakan hukum had itu tidak boleh dilaksanakan, kecuali telah sempurna perbuatan dosa seseorang, yakni terpenuhinya syarat, rukun dan tanpa adanya unsur subhat sampai sekarang adalah hukum dera bagi pezina (Suryono 2001, hlm. 96).

Tidak ada maksud mengklaim kebenaran pada salah satu pihak yang pro dan kontra tentang sanksi bagi pezina (dera atau rajam). Ada baiknya merujuk pada teks dengan mempertimbangkan realitas masyarakat kontemporer, seperti Indonesia yang plural. Artinya harus bertolak  dari kenyataan bahwa hukum rajam bukan hukum yang hidup dalam sistem negara Islam manapun, kecuali Saudi Arabia. Realitas ini tentunya tidak lepas dari adanya perubahan konstruksi masyarakat sekarang, dengan konstruksi masyarakat muslim pada saat hukum rajam diterapkan. Perubahan masyarakat pada gilirannya merubah rasa hukum masyarakat, sehingga masyarakat enggan melaksanakan hukum rajam, di sisi lain pezina harus dihukum berdasarkan ketentuan al-Qur`an (Kartono 2005, hlm. 45).

Di sini perlu dipahami, bahwa perintah Rasul untuk menghukum rajam bagi pezina harus diperhitungkan latar belakang historisnya:

1. Hukum rajam pertama kali diterapkan kepada orang Yahudi, dasar hukumnya adalah kitab mereka yakni Taurat.

2. Diterapkannya hukum rajam pada masa Nabi adalah ketika surat an-Nur ayat (2) belum diturunkan. Sedang hukum yang berlaku setelah diturunkannya surat an-Nur ayat (2) adalah hukum cambuk (dera) 100 kali.

3. Rasululah menghukum rajam di kala itu bukan sebagai hukuman had, melainkan hukuman ta’zir (Usman dan Nachrowi 2004, hlm. 46). 
Dari berbagai bentuk sanksi delik perzinaan dapat ditarik benang merah sebagaimana yang diungkapkan oleh Jalaludin Rahmat, hukum rajam mempunyai fungsi sebagai penjera yang dalam konteks masyarakat modern dapat diganti dengan hukuman lain. Di sisi lain hukum Islam harus diberlakukan secara substansial dengan tidak meninggalkan ruh syari’ah. Senada dengan pernyataan di atas, menurutnya, ketika memahami hukum Islam, teori gradasi layak dipertimbangkan, demikian halnya dengan prinsip nasikh wa mansukh, serta kondisi masyarakat sebagai syarat mutlak dalam pemberlakuan sistem hukum (Intan 2012, hlm. 55).

Yusuf al-Qaradawi berkomentar, sanksi perzinaan akan efektif diberlakukan sebagaimana yang diinginkan oleh nas jika masyarakat sempurna memahami agamanya. Sebaliknya, jika masayarakat lemah imannya, lingkungan tidak mendukung, seperti wanita banyak mempertontonkan kecantikannya, beredarnya film-film porno, adegan perzinaan terbuka lebar di mana-mana, kondisi seperti ini tidak efektif untuk memberlakukan hukum secara definitif (Intan 2012, hlm. 56).

Hukum rajam atau dera seratus kali bagi pezina bukanlah suatu kemutlakan. Sebagaimana diungkapkan oleh Muhammad Syahrur dengan teorinya halah al-had al-a’la, (batas maksimal ketentuan hukum Allah), bahwa hukum rajam (dera) bisa dipahami sebagai hukum tertinggi dan adanya upaya untuk berijtihad dalam kasus tersebut dapat dibenarkan. Demikian halnya pelaku yang tidak diketahui oleh orang lain, Islam memberikan peluang terhadapnya untuk bertobat. Sebagaimana Nabi menjadikan sarana dialog dalam kasus Ma’iz bin Malik, yang mengaku berzina dan minta disucikan kepada Nabi. Nabi berpaling dan bertanya berulang-ulang agar pengakuan dicabut dan segera bertaubat (Semaoen 2013, hlm. 65). 
Dari berbagai pendapat tentang eksistensi hukum rajam, dapat disimpulkan bahwa hukum rajam adalah alternatif hukuman yang terberat dalam Islam dan bersifat insidentil. Artinya penerapannya lebih bersifat kasuistik. Karena hukuman mati dalam Islam harus melalui pertimbangan matang kemaslahatan individu maupun masyarakat (Abineno 2013, hlm. 34). 
Adapun tindak pidana yang terkait dengan tindakan asusila, seperti  pelaku lesbian dan homoseks, kebanyakan ahli hukum menyatakan bahwa si pelaku tidak dihukum hadd melainkan dengan ta’zir. Dalam hal kejahatan perkosaan, hanya orang yang melakukan pemaksaan saja (si pemerkosa) yang dijatuhi hukuman hadd. Namun ada sebagian pendapat yang menyatakan, bahwa hukuman si pemaksa dikategorikan sebagai tindakan yang sadis dan masuk dalam delik hirabah. Hal ini didasarkan pada lafadz wayas `auna fi al-ard fasadan (orang yang membuat kerusakan di muka bumi). Kejahatan pemerkosaan, sabotase, bahkan teroriseme termasuk dalam kategori jarimah perampokan (perampasan) yang pelakunya harus dikenakan hukuman berat (Irfan 2001, hlm. 76). 
Pelaku perkosaan yang setidak-tidaknya dipersamakan dengan kedudukannya dengan pelaku perzinahan akan menghadapi sanksi hukum yang cukup berat. Jenis sanksi yang diantaranya dapat dikenakan kepada pelaku perkosaan adalah :
1. Dicambuk atau didera sebanyak 100 kali dan diasingkan  (ada yang menafsirkan diusir) ke luar daerah (bagi pelaku yang masih jejaka/belum beristeri);
2. Dihukum rajam atau dilempari batu sampai meninggal dunia (Anonim 2008, hlm. 65). 
Rasulullah sendiri, ketika dihadapkan kepadanya pria dan wanita mukhson yang berzina, beliau menghukumnya dengan merajam. Penegasan ini masih disepakati para sahabat, tabi’in, dan para ulama dan fuqaha Islam. Tidak satupun dari mereka yang meragukan hukum rajam sebagai hukum syari’at yang tetap sesuai dengan dalil-dalil sunnah yang kuat lagi shahih. Ibnu Taimiyah juga menegaskan, bahwa pelaku zina mukhson dirajam hingga mati, sebagaimana yang dilakukan Nabi SAW terhadap Maiz bin Malik Al-Aslami. Beliau juga pernah merajam wanita Ghamid (Purnama, 2002).

Jenis hukuman yang dijatuhkan berkaitan dengan pelaku zina itu juga diikuti oleh penguasa sesudah Nabi Muhammad SAW. Misalnya di zaman pemerintahan Umar bin Khattab, juga terjadi penerapan hukuman cambuk dan rajam sehingga sampai meninggal dunia. Bahkan Khalifah Umar bin Khattab menjatuhi hukuman cambuk kepada anaknya bernama Ubaidillah atau Abi Syamsah, yang telah melakukan perzinahan (Anonim 2008, hlm. 65). 

Kisah perzinahan putera Umar itu dtulis Abdur Rahman, “suatu hari dia melintasi rumah seorang Yahudi, minum anggur sehingga mabuk. Dia melihat seorang wanita yang sedang tidur, lalu menzinainya hingga dia hamil. Setelah melahirkan seorang anak lelaki, si wanita datang ke Masjid Nabawi lalu meletakkan si anak di pangkuan Khalifah Umar seraya berkata : “wahai penguasa kebenaran, ambillah anak ini, karena engkau mempunyai hak yang lebih besar atasnya daripada diriku sendiri”. Kemudian dia menjelaskan bahwa si anak merupakan putera dari (pembuahan) Abi Syamsah. Khalifah Umar menanyainya apakah hal itu benar sesungguhnya. Lalu si wanita menceritakan seluruh peristiwa yang telah menimpanya. Maka khalifah pulang dan meyakinkan dari putranya bahwa dia benar, si anak telah melakukan kejahatan, meskipun dirinya sendiri (Umar) sangat merasa malu karenanya. Khalifah mencengkeram leher bajunya, menyeretnya ke Masjid Nabawi, Abi Syamsah bertanya akan dibawa kemanakah dirinya, khalifah menjawab bahwa dia akan dibawa ke hadapan para sahabat Nabi di Masjid, “sehingga aku bisa mengambil hak Allah darimu di dunia ini sebelum ia dituntut darimu di akhirat nanti”. Abi Syamsah memohon kepada khalifah (ayahnya sendiri), akan mengambil hak Allah itu dari dirinya sendiri seketika itu juga sehingga mungkin dia tidak menimbulkan aib di hadapan para sahabat Nabi itu. Khalifah Umar menjawab, “wahai anakku, engkau justru telah mempermalukan dirimu sendiri dan diri ayahmu. Kita tetap harus pergi ke hadapan mereka”. Umar lalu memerintahkan Maflah agar mencambuk anaknya. Setelah dia menderanya tujuh puluh kali, Abi Syamsah memohon dengan lirihnya kepada para sahabat Nabi itu agar menunda (hukuman yang dijalankannya). Lalu para sahabat memohon kepada Umar agar menghentikannya. Umar menjawab, “wahai para sahabat Nabi, bukankah kalian telah membaca di dalam Al-Qur’an, perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang yang beriman. (Suryono 2001, hlm. 96).

Kemudian dia terus dicambuk sampai seratus kali, sehingga akibatnya Abi Syamsah meninggal dunia. Lalu Khafilah membawanya kerumahnya, memandikannya dan menguburkannya”. Uraian Abdur Rahman yang panjang itu menunjukkan tentang penerapan hukum rajam yang didasarkan asas persamaan di depan hukum (equality before the law). Khalifah Umar konsisten menerapkan jenis hukuman cambuk kepada puteranya setelah terbukti puteranya melakukan perbuatan zina. Bahkan jika ditafsirkan, kasus “Putera Umar” itu dapat ditarik dalam bentuk kasus perkosaan, mengingat saat menyetubuhi wanita Yahudi, si wanita dalam keadaan tidur, yang dimungkinkan ada upaya pemaksaan untuk melakukannya. Sekurang-kurangnya, pada diri wanita Yahudi, ada perasaan takut untuk segera melaporkan pemaksaan perzinahan yang dilakukan putera Umar karena takut terhadap proses peradilan yang akan dihadapinya yang menuntut beban pembuktian yang cukup berat (Suryono 2001, hlm. 96).

Kasus “Putera Umar” itu baru dijatuhi hukuman setelah terbukti melakukannya. Artinya, hukuman baru bisa dilaksanakan setelah dilakukan hukum acara pidana Islam, yakni membuktikan pengaduan wanita Yahudi yang dizinai (diperkosa) (Suryono 2001, hlm. 96).

Pengaduan itu didukung dengan alat-alat bukti dalam perkara pidana yang bisa dibenarkan, yakni :
1. Pengakuan;
2. Anak yang merupakan akibat dari perzinahan.
Sayangnya, dalam upaya mengungkap kasus perzinahan tidaklah cukup mudah, tidak seperti yang terjadi di zaman pemerintahan Umar bin Khattab. Ada kendala yang berkaitan dengan pembuktian.

            Dengan memberikan tempat berlakunya bagi alat bukti lainnya, maka kemungkinan pelaku kejahatan dapat lolos dari jeratan hukum akan terhindarkan. Pelaku kejahatan akan bisa dijaring dengan cara implementasi penafsiran yuridis, termasuk interpretasi alat-alat bukti.
            Selain itu, masyarakat dan pihak yang menjadi korban kejahatan merasa mendapatkan perlindungan hukum, mengingat pelaku kejahatan yang jelas-jelas melanggar hak-hak asasi manusia tidak sampai lepas. Masyarakat mendapatkan jaminan hukum, sehingga hidupnya bisa tenteram.
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